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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.49/MENHUT-II/2011

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)

TAHUN 2011-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan meliputi
rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan
tingkat provinsi, dan rencana kehutanan tingkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
menyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
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Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010
tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
(RKTN) TAHUN 2010-2030.

Pasal 1

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional berisi arahan-arahan makro
pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan
untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang
menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20
tahun.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam:

a. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;

b. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

c. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;

d. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;

e. Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor;
dan/atau

f. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
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Pasal 3

Instansi/unit/pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan wajib
menyusun rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 4

Perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010
tentang Sistem Perencanaan Kehutanan dinyatakan tetap berlaku dan
selanjutnya wajib disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.01/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
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Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 49/Menhut-II/2011
Tanggal : 28 Juni 2011

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) 2011-2030

1. PENDAHULUAN

1.1. RKTN

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 41/1999 Pasal 20, Pemerintah menyusun
rencana kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan
faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang disusun menurut jangka waktu
perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Hal tersebut
diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44/2004 dan penyusunannya telah
melibatkan para pihak/stakeholder kehutanan.

Dengan melibatkan para pihak, maka masalah dinamika kompleksitas pengurusan,
pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan diharapkan dapat ditampung
dan dijabarkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, dan tidak
menutup kemungkinan revisinya di kemudian hari sesuai perkembangan zaman.

RKTN merupakan arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana
pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha dalam berbagai skala geografis,
jangka waktu dan fungsi-fungsi pokok kawasan hutan. Dengan RKTN ini diperlukan
transformasi kelembangaan yang tidak dapat dihindarkan dan perlu direncanakan dengan
baik untuk keberlanjutan dan keberadaan sumberdaya hutan.

Tekanan terhadap sumberdaya hutan telah menyebabkan semakin terdegradasinya
sumberdaya hutan. Hal ini tercermin dalam proses review tata ruang yang diusulkan oleh
pemerintah daerah, dimana hampir seluruh daerah mengusulkan perubahan peruntukan
kawasan hutan. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) memberikan arah
pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil dan
berkelanjutan, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk
mencapai posisi penting Kehutanan Indonesia di tingkat nasional, regional dan global di
tahun 2030 melalui optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan, peningkatan
produktivitas dan nilai sumberdaya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan hutan, peningkatan riset dan teknologi kehutanan, mewujudkan kelembagaan
bagi tata kelola kehutanan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan keunggulan
komparatif kehutanan Indonesia.

1.2. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2.Potensi dan Realitas

Bab 3.Analisa Spasial Arahan Pemanfaatan dan Rasionalisasi Kawasan

Bab 4.Target Capaian Sektor Kehutanan

Bab 5.Kebijakan dan Strategi

Bab 6.Pengarus-utamaan RKTN

Bab 7. Penutup

Lampiran
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